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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Belakangan ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari 

berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat, 

tidak terkecuali pada bidang transportasi. Semakin majunya teknologi yang ada, memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mempermudah dalam segala kegiatan sehari-hari. 

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di 

masyarakat, bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam 

menjalani kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna smartphone, baik sistem android maupun 

iOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone serta internet.1 

Peluang tersebut yang menjadikan pendiri bisnis Ojek online (PT. Grab) menghadirkan ojek 

berbasis online. Fenomena transportasi online saat ini sedang hangat diperbincangkan, karena 

pemesanan berbasis aplikasi yang mudah di download oleh peng-guna smartphone baik sistem 

android maupun iOS. Pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat Ojek online diterima 

dengan cepat di kalangan masyarakat, serta berbagai macam pilihan layanan yang diberikan 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa.2 

 
 

1 Riswanto Tumuwe, 2018, “ Pengguna ojek online dikalangan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi 

manado” Jurnal Hukum, Manado. 

 
2 Nur Romadhon, 2018, “Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada 

Komunitas Independen Grab Di Yogyakarta)” , Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta. 
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Ojek online merupakan sarana pengangkut berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna 

jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut berupa kendaraan bermotor ini dimana saja dan 

kapan saja. Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan 

bagi banyak orang baik pria maupun wanita ditengah marak nya pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan merupakan upaya pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara buruh/pekerja dengan pengusaha.3 Hanya dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone 

setiap orang dapat menggunakan transportasi berupa ojek online untuk mengangkut orang 

dan/atau barang, yang bisa dipanggil kapan saja dan dimana saja. 

Ojek online telah menjadi angkutan umum yang digemari sebagian masyarakat baik di kota 

kecil maupun dikota besar karena fleksibel didalam kegiatannya, dapat mempermudah 

penumpang untuk bisa menjangkau tempat yang tidak dilewati oleh angkutan umum seperti 

angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum roda empat lainnya. Ojek online dinilai 

cepat, lincah, dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan di jalan. Ojek online 

yang ada saat ini tercipta dari adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pengemudi ojek 

online (Driver) sebagai pekerja. Pengusaha yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan 

berbentuk perseroan terbatas menjadi jembatan penghubung antara konsumen dengan para 

pekerja ojek online, dengan pembagian hasil 80% (delapan puluh persen) untuk para pekerja 

(Driver) dan 20% (dua puluh persen) untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak memberikan 

gaji secara berkala, melainkan para pekerja ojek online memperoleh pendapatan dari setiap 

pesanan yang masuk.  

 
3 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014,  

Hlm,175. 
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PT. Grab Indonesiaadalah pelopor aplikasi ojek online di Indonesia, bisa dibilang bahwa Grab 

adalah layanan ojek online yang saat ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Grab terbagi dalam 

dua pilihan transportasi yaitu Go- Ride Dan Go- car.4 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan 

pada Go- Ride. Dengan majunya tekhnologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula 

dalam memperoleh transportasi. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna 

memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan 

menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. 

Perusahaan ojek online menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan nya 

dengan para pekerja (Driver) bukan antara majikan dan buruh karena para pekerja ojek online 

dapat menolak pesanan yang masuk dengan kata lain tidak ada keharusan untuk mengerjakannya, 

dalam hubungan ini perusahaan sering menyebut para pekerja (Driver) ojek online sebagai mitra 

kerja bukan buruhnya.  

  Pekerjaan sebagai Driver ojek online terpapar resiko yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan 

adanya gesekan antara driver ojek online dan sopir transportasi konvensional. Dibeberapa 

kawasan, pengemudi ojek online tidak boleh mengambil penumpang.  Dimana disebut Kawasan 

zona merah dan memang sangat berbahaya jika para pengemudi ojek online mencoba masuk ke 

kawasan tersebut. Demikian pula hal nya apabila pekerja ojek online berhenti bekerja,tidak akan 

dikenakan sanksi apapun karena tidak ada kontrak secara tertulis yang dibuat ketika para pekerja 

 
 

4 Ayu Aziah, September 2018, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi 

Disruptif (Studi Kasus PT Grab Indonesia)”, Jurnal Hukum, Volume XIX. 
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(driver) ojek online ini menyatakan untuk bergabung sebagai pekerja ojek online. Pekerjaan ojek 

online menuntut pekerja nya untuk bekerja dijalan raya mengangkut orang maupun barang, 

sehingga rentan mengalami kecelakaan kerja. 

Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan 

dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 

Pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak 

atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.5 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan social di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

merupakan badan hukum nirlaba yang terdiri atas  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan6 

Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi dua Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bergerak di bidang 

Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 

 
 

5 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945 Pasal 28 H 
6 Shoraya Yudithia, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan 

Di Rumah Sakit “, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar  Lampung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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merupakan program badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi 

pegawai negeri sipil, penerima pensiun Aparatur Sipil Nagara (ASN) dan TNI/POLRI, Veteran, 

Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. 

 Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga 

kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik 

berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia7.Namun hal ini belum 

diperhitungkan oleh perusahaan ojek online sebagai perusahaan yang menaungi para pekerja 

(Driver) ojek online. Belum adanya asuransi terhadap keselamatan para pekerja (Driver) ojek 

online saat melakukan pekerjaan nya mengakibatkan kurangnya perlindungan dalam hal 

keselamatan kerja yang diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya, padahal angka kecelakaan 

di jalan terutama untuk sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya.  

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 

seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi 

karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.8 Merupakan suatu kenyataan 

bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun 

 
 
7  Op.cit, hlm 151 
8 Deny Guntara, 2016, “ Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya”, Jurnal Justisi Ilmu 

Hukum, Volume 1, Universitas Buana Perjuangan Karawang. 
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setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat di pertimbangkan untuk dituangkan didalam 

aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun  

kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat 

mengakomodasi semua kepentingan tersebut.9 

Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang 

dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Banyaknya pengusaha atau perusahaan yang tidak 

mengikutsertakan pada program jaminan sosial BPJS para pekerjanya dengan berbagai modus 

pelanggaran. 

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib 

diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan 

jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah 

bertransformasinya aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program-program dari BPJS 

Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 

kematian, dan jaminan pensiun. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena 

merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, 

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai 

perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya 

 
 

 9 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana  

Prenadamedia Group, hlm 136. 
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resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat 

pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung 

beban akan resiko tersebut sendiri. 

Masalah yang muncul sekarang berkenaan dengan kesejahteraan dari para pekerja(driver) ojek 

online mengenai asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang pada saat ini masih belum 

terpenuhinya kedua aspek tersebut. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut 

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pekerja ojek online.karena dengan adanya hal 

tersebut, jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pekerja ojek online menjadi lebih terjamin serta 

terdapat perlindungan dan kepastian hukum. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut 

dalam suatu penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila 

Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Kerja antara PT. Grab Indonesia dengan pekerja ojek 

online? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Grab Indonesia  terhadap pekerja ojek online 

apabila mengalami kecelakaan kerja? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun yang  menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja apabila ditinjau dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia 
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2. Untuk mengetahui perlidungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna jasa ojek 

online 

 

D. Manfaat penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara 

praktis, adalah sebagai berikut  

1. Secara teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  gambaran deskriptif kualitatif 

terhadap perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna ojek online 

(Grab), serta dapat menjelaskan mengenai kedudukan moda transportasi apabila 

ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

2. Secara Praktis 

a. Bagi PT. Grab Indonesia  

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam hal 

kinerja atapun progam-progam yang diterapkan dan memberikan informasi dan 

referensi khususnya mengenai perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap 

penguna ojek online 

b. Bagi pengendara 

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam hal ini sebagai pengendara ojek 

online, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas 

kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Grab) 

 

c. Bagi Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan dan Kementrian Komunikasi 

dan Informasi  
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Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Departemen Perhubungan yang 

berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Grab). 

 

 

 

 

E. Kerangka teoritis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut  

a. Teori kepastian hukum 

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, 

sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian 

hukum, yang memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan hukum suatu negara yang 

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu 

kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 

karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan 

atau multi tafsir dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam 

sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap suatu dalam suatu aturan. 

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak 

boleh dilakukan. dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 
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mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu10. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang 

sewenang-wenang, sehingga nilai hukum yang pada dasarnya memberikan tanggung 

jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan 

kepastian hukum dengan Negara. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian 

hukum sebagai perlindungan yustisiabel  terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang dihadapkan dalam keadaan 

tertentu. 

Tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan 

yang ada di dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dengan mengedepankan Peraturan Perundang-undangan atau penyelenggara 

pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebaga rujukannya, 

merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. 

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.  

Menurut indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum obyektif 

yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Bisa di bilang disini 

lebih menekankan bahwa ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-

 
 

10 Ibid., Hlm 137 
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undangan memiliki arti dalam hal subtansi hukum dan dalam norma hukum agar 

peraturan perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.  

b. Teori perlindungan 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat mneikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata 

lai perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oeleh 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman. 

 Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya 

pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi 

manusia dibidang hukum.Prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia hukum 

bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum, kedua sumber tersebut 

mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. 

 

 

F. Metode penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, penelitian 

Hukum normatif Adalah penelitian hukum yang mengkaji dokumen atau kepustakaan 

dengan menggunakanberbagai data sekunder.11 maka penulis akan mempelajari, 

 
 

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13. 
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menelaah serta menganalisis keberlakuan asas hukum, Teori dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini  

 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan Penelitian adalah Metode atau cara mengadakan penelitian, di dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan 

konsep. 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approch),  

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

dengan masalah yang sedang terjadi dimasyarakat, penelitian dilakukan terhadap 

produk-produk hukum, dimana penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas 

dalam peraturan perundang-undangan.12 Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, 

pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang 

dalam hal ini Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial dengan undang-undang lainnya atau Undang-Undang Dasar atau 

antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu 

argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.13 

b. Pendekatan konsep 

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, 

lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

 
 

12 Ibid 

13 Op. cit, hlm 113 
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pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan 

ini menjadi pentingsebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun 

argument hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

Pandangan/doktrin  akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dnegan 

permasalahan. 

3. Bahan hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat,14 antara lain berupa : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial  

4. Peraturan perundang undangan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
 
14 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Rajawali  Press, hlm. 194. 
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Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer,15 yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan 

atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang 

perlindungan hukum bagi pekerja ojek online serta yang terkait dengan 

pembahasan yang akan ditulis, yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-

instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet. 

 

c. Bahan hukum tersier 

 Bertujuan untuk memberi petunjuk dan penjelasan informasi terhadap bahan 

hukum Primer dan sekunder16, antara lain Literatur-literatur, ensikelopedia, kamus, 

bahan seminar, karya ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan 

 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan 

bahan dengan cara Studi Kepustakaann (library research). Tujuan dan kegunaan studi 

kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan 

penelitian.17 Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-

undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya 

yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang 

 
15 Sorjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja 

Grafindo, 2010, hlm. 15.  

 
16 Ibid   

 
17 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Metode Penelitian 

Hukum”, Jurnal Hukum, Volume VIII, 2014, hlm. 30. 
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mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah 

memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan 

pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi 

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.18 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan 

metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, 

sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada 

penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan 

suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.19 

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu 

proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum 

ke hal yang bersifat khusus.20 Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh 

jawaban setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

 
 

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 251 
 

19 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif,  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66. 

20 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 91. 
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